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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta 

berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa 

Pengelolaan BLT-Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 (Studi kasus Desa 

Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu), belum berjalan 

dengan baik sesuai prosedur dan peraturan pemerintah, dimana dalam 

perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah 

Desa Kabuna belum melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa: 

1. Perencanaan BLT-Dana  tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan dimana tidak ada partisipasi masyarakat yakni, tidak ada 

musyawarah dan survei lapangan, sehingga terjadi pendobelan nama 

seperti nama ada di BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya. 

2. Pelaksanaan BLT-Dana Desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 yakni 

pemberian BLT-Dana Desa hanya diberikan kepada masyarakat bukan 

Penerima Keluarga Harapan, bukan penerima sembako dan Kartu 

Prakerja. 

3. Penatausahaan pemerintah Desa Kabuna dalam pembuatan laporan Buku 

Kas Umum anggaran yang dilaporkan tidak sesuai dengan proses 

pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa.  
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4. Pelaporan Penulis menemukan bahwa laporan yang dibuat pemerintah 

Desa Kabuna tidak sesuai dengan pelaksanaan penyaluran BLT-Dana 

Desa kepada masyarakat Desa Kabuna. 

5. Pada tahap pertanggungjawaban penulis menemukan bahwa laporan yang 

disampaikan pemerintah Desa Kabuna tidak sesuai dengan pelaksanaan 

penyaluran BT-Dana Desa kepada masyarakat Desa Kabuna. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukan diatas, maka 

disarankan kepada pemegang kuasa pengelolaanBLT-Dana Desa tingkat desa 

dalam hal ini Kepala Desa serta perangkat Desa Kabuna Sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar pemerintah Desa Kabuna dalam tahap perencanaan 

penetapan calon penerima BLT-Dana Desa harus mengadakan 

musyawarah dengan masyarakat  desa sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam pendataan baik untuk BLT-Dana Desa ataupun bantuan sosial 

lainnya. 

2. Diharapkan agar pemerintah Desa Kabuna melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan, dan menerapkan asas tranparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa kepada masyarakat.  
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